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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya angka pengangguran di 
Provinsi Lampung. Menurut data yang diperoleh dari BPS provinsi Lampung 
angka pengangguran pada tahun 2019 sebanyak 171.455 jiwa. Banyaknya angka 
pengangguran disebabkan beberapa indicator yang mempengaruhinya yaitu upah 
minimum dan jumlah penduduk. Dengan banyaknya angkata kerja serta upah 
minimum yang selalu naik setiap tahunnya, seharusnya dapat mengurangi jumlah 
pengangguran yang ada di Provinsi Lampung. Karena semakin tinggi upah 
minimum yang ditetapkan semakin besar pula kontribusi perusahaan untuk 
merekrut pekerja yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan upah yang 
diberikan, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran. Permasalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan 
Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi 
Lampung tahun 2015-2019, bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional 
(UMR) dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran di 
Provinsi Lampung tahun 2015-2019, bagaimana tingkat pengangguran dalam 
perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode kuantitatif, dengan menggunakan anallisis regresi berganda. Data yang 
digunakan daam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder BPS 
Provinsi Lampung dan dianalisis menggunakan SPSS. Berdasarkan uji t diperoleh 
nilai         dengan nilai signifikansi yaitu 0,024 < 0,05 hal ini menunjukkan 
bahwa Upah Minimum Regional (UMR) dan jumlah penduduk secara parsial 
terdapat pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 
2015-2019 dan signifikan. Selajutnya berdasarkan uji F diperoleh nilai   
        dengan nilai signifikansi yaitu 0,006 < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa 
Upah Minimum Regional (UMR) dan jumlah penduduk secara simultan terdapat 
pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung tahun 2015-2019 
dan signifikan. Pengangguran juga bisa terjadi karena adanya upah. Sistem 
ekonomi islam tidak sekedar memandang kerja sebagai pendorong utama aktivitas 
perekonomian, tapi lebih dari itu kerja merupakan perbuatan mulia dalam rangka 
mewujudkan kemaslahatan bersama. Bekerja merupakan perintah Allah SWT dan 
menjadi sunah Rosulallah SAW, dalam islam pengangguran merupakan hal yang 
dilarang oleh Allah SWT, karena islam mengajarkan manusia untuk bekerja 
sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan 
membantu sesama manusia. Bekerja dalam sistem ekonomi islam merupakan 
suatu keharusan bagi setiap muslim sebagai kewajiban syara‟ dan dipandang 
sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya. 
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A. Penegasan Judul 
Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya penegasan 
arti dan makna dari istilah-istilah yang terkait dalam skripsi ini. 
Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 
disinterprestasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang 
digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan 
terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini 
adalah “PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL DAN 
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN 
DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 
ISLAM PERIODE 2015-2019” maka perlu diuraikan pengertian dari 
istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut: 
1. Pengaruh adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 




2. Upah Minimum Regional adalah salah satu komponen penting dalam 
kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan 
hidup bagi tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup.
2
 
                                                             
1
 Agus Irianto. Statistik, konsep dasar, aplikasi dan pengembangannya. (Jakarta: Kencana, 
2016) h. 165. 
2






3. Kependudukan adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahan 
penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. 
4. Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang 
mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau 
penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja 
tetapi belum memulai bekerja.
3
 
5. Perspektif Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 
manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 




Penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dari skripsi ini adalah 
memberikan gambaran bagaimana pengaruh upah minimum regional dan 
jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung 
dalam perspektif Islam tahun 2015-2019. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Alasan penelitian ini dilakukan di provinsi Lampung meninjau 
bahwa tingkat pengangguran terbuka se sumatera provinsi lampung 
mengalami penurunan disetiap tahunya dan menduduki terendah 6 
sebesar 4,03% dari 10 privinsi di pulau Sumatera.  Namun meskipun  
mengalami penurunan tingkat pengangguran se-sumatera, keadaan 
                                                             
3
Mankiw Gregory, Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat 
2006), h.154 
4
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Islam. (Jakarta: PT 





tingkat pengangguran terbuka di provinsi Lampung masih tinggi 
dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini disebabkan karena 
ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan 
kesempatan kerja, serta adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan 
lapangan kerja yang ditunjukkan dari tingkat pengangguran terbuka 
(TPT) tertinggi sebesar 8,15% pada jenjang pendidikan perguruan 
tinggi, sementara TPT terendah sebesar 1,18% terdapat pada penduduk 
berpendidikan SD kebawah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 
mempengaruhi jumlah angkatan kerja. Bertambahnya angkatan kerja 
yang tidak di imbangi dengan tersedianya lapangan kerja dan 
kesempatan kerja akan meningkatkan angka pengangguran. 
2. Alasan Subjektif  
a. Karena judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis 
pelajari di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 
Lampung. 
b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, 
mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup 
memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian memiliki kemudahan akses serta letak objek penelitian 
yang mudah dijangkau oleh penulis. 
C. Latar Belakang Masalah 
Suatu proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila terjadi 





kesempatan kerja dan kestabilan harga. Agar hal ini bisa tercapai, maka 
sangat diperlukan peran serta pemerintah dalam menjaga stabilitas 
nasional dan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan agar tujuan 
atau sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 
Peran pemerintah di sini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, 
kebijkan moneter, maupun kebijakan-kebijakan lain yang akan 
mempengaruhi kondisi perekonomian secara nasional. Masalah 
ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks. Sebelum krisis 
ekonomi, Indonesia sudah tergolong sebagai negara bermasalah dengan 
ketenagakerjaan karena tingginya pertumbuhan penduduk. Terbatasnya 
lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan pertambahan jumlah 
angkatan kerja sehingga berdampak pada tingginya jumlah pengangguran.
5
 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 
yang utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan 
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dalam mencapai sesuatu 
kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang 
mendukung dan adanya pemerataan pendapatan di masyarakat.
6
 
Pasal 27 ayat 2 UUD tahun 1945 tentang tenaga kerja, menyatakan 
bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 tentang 
pengangguran, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
                                                             
5
 Ade Mulyani. 2007. Profil Pengangguran dan Pasca Krisis Ekonomi 1998 di Provinsi 
Sumatra Barat. Padang. 
6





kerja. Hal ini berarti, bahwa secara konstitusional, pemerintah 
berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, 
produktif dan remuneratif. Kedua pasal UUD 1945 ini perlu menjadi 
perhatian bahwa upaya-upaya penanganan pengangguran yang telah 
dilaksanakan selama ini masih belum memenuhi harapan, serta mendorong 
segera dapat dirumuskan konsepsi penanggulangan pengangguran.
7
 
Pembangunan dilaksanakan masyarakat untuk mewujudkan 
kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi 
berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti 
pengangguran.
8
 Tingginya angka pengangguran dapat membawa bangsa 
berada pada kehancuran yang sulit dihindarkan. Jika hal ini benar-benar 
terjadi, maka tidak saja negara tidak menjalankan kewajiban dasarnya 
dengan baik. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara 
membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang 
dinyatakan dalam persen.
9
 Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga 
dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga 
menganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat dari jangka 
panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan perkapita suatu negara. 
Di pulau Sumatera terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan 
                                                             
7
http://rzaharani.blogspot.co.id/2012/05/pengangguran-di-indonesia.html?m=1 ,20 April 
2010, 12.04. 
8
 Edyson Susanto, Eny Rochaida dan Yana Ulfah. Pengaruh inflasi dan pendidikan 
terhadap penggangguran dan kemiskinan. (Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
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angkatan kerja  terjadi karena peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak 
sebanding dengan peningkatan angkatan kerja  yang meningkat lebih 
cepat, hal ini akan berdampak pada terciptanya pengangguran.
10
 Hal 
tersebut dapat kita lihat pada kondisi perkembangan tingkat pengangguran 
di Pulau Sumatera dibawah ini :     
Tabel 1.1 




2015 2016 2017 2018 2019 
1 Aceh  9,93 7,57 6,57 6,34 6,17 
2 Kepulauan Riau 6,20 7,69 7,16 8,04 7,50 
3 Riau  7,83 7,43 6,22 5,98 5,76 
4 Sumatra Utara 6,71 5,84 5,60 5,55 5,39 
5 Sumatra Barat 6,89 5,09 5,58 5,66 5,38 
6 Sumatra Selatan 6,07 4,31 4,39 4,27 4,53 
7 Lampung  5,14 4,62 4,33 4,04 4,03 
8 Jambi  4,34 4,00 3,87 3,73 4,06 
9 Kep. Bangka Belitung 6,29 2,60 3,78 3,61 3,58 
10 Bengkulu  4,91 3,30 3,74 3,35 3,26 
           Sumber : BPS Provinsi Sumatra 2019 
Dari tabel di atas menyatakan bahwa persentase jumlah 
pengangguran terbuka di pulau sumatera pada 10 provinsi mengalami 
fluktasi dan berbeda-beda antara provinsi dari tahun 2015-2019. Provinsi 
Lampung pada tahun 2015 tingkat pengangguran pada peringkat 8 sebesar 
5,14% dan terndah Provinsi Jambi sebesar 4,34%, provinsi Lampung pada 
tahun 2016 tingkat pengangguran pada peringkat 6 sebesar 4,62% dan 
terendah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,60%, provinsi Lampung 
pada tahun 2017 tingkat pengangguran pada peringkat 7 sebesar 4,33% 
dan terendah provinsi Bengkulu sebesar 3,74%, provinsi Lampung pada 
                                                             
10





tahun 2018 tingkat pengangguran pada peringkat 7 sebesar 4,04% dan 
terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,35%, Provinsi 
Lampung pada tahun 2019 tingkat pengangguran pada peringkat 8 sebesar 
4,03% dan terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,26%. 
Dalam kurun waktu lima tahun nilai persentase di provinsi Lampung 
mengalami penurunan pengangguran tetapi mengalami perubahan 
peringkat, dimana peringkat tertinggi pada tahun 2016 yaitu pada 
peringkat 6 dengan perentase terendah tahun 2019 sebesar 4,03%. 
Orang yang menganggur dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja 
dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, sedang 
menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan 
atau sedang menunggu untuk melapor atas pekerjaan yang baru dalam 
waktu 4 minggu
11
. Teori makro ekonomi, masalah penggaguran dibahas 
pada dasar tenaga kerja yang juga dihubungkan dengan keseimbangan 
antara tingkat upah tenaga kerja. Upaya menurunkan tingkat 
pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama 
pentingnya. Terjadinya pengangguran akan menyebabkan terjadinya 
kenaikan jumlah kemiskinan, menurunkan kesejahteraan masyarakat dan 
pembangunan daerah.  
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Berikut adalah kondisi tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota 
di provinsi Lampung periode 2015-2019 sebagai berikut: 
Tabel 1.2 
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Lampung Periode 2015-2019 
 
No Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Lampung barat 3,55 2,73 0,96 2,76 1,68 
2 Tanggamus  5,15 6,58 5,08 2,23 2,98 
3 Lampung selatan  5,38 5,72 4,80 4,49 4,75 
4 Lampung timur  4,49 4,74 3,80 3,38 2,89 
5 Lampung tengah 2,94 2,72 3,08 2,52 2,62 
6 Lampung utara 7,62 6,55 5.62 4,87 5,09 
7 Way kanan 3,53 3,44 2,88 4,45 3,60 
8 Tulang bawang 5,59 4,7 3,47 3,53 4,04 
9 Pesawaran  7,21 7,92 5,73 4,64 4,42 
10 Pringsewu  3,83 3,18 4,63 4,13 4,95 
11 Mesuji  5,06 2,9 0,65 3,80 3,62 
12 Tulang bawang barat 2,61 3,83 1,83 2,93 3,59 
13 Bandar lampung 8,51 8,4 8,1 7,28 7,12 
14 Metro  5,12 4,68 4,64 5,79 5,11 
Sumber :Data Olah pada BPS Provinsi Lampung  
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi tingkat 
pengangguran dari tahun 2015-2019 di provinsi lampung dalam kurun 
lima tahun terakhir mengalami fluktasi terhadap kabupaten/kota yang 
berbeda-beda. Dilihat pada tahun 2015-2019 tingkat pengangguran terbuka 
tertinggi terdapat di kota bandar lampung pada tahun 2015 sebesar 8,15%. 
Sedangkan tingkat penggangguran terbuka terendah terdapat di 
kabupaten/kota mesuji pada tahun 2017 sebesar 0,65%.   
Jumlah penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi 
penduduk usia kerja (15-64 tahun), dan bukan usia kerja, yang termasuk 





tahun dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia = 65 tahun. 
Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) diketahui data jumlah 
penduduk provinsi Lampung dengan usia 15-64 tahun yang merupakan 
angkatan kerja dan yang bekerja (jiwa) dari tahun 2015 sampai tahun 2019 
sebagai berikut: 
Tabel 1.3 
Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Dengan Usia 15-64 
Tahun yang Bekerja 
 




1 2015 3.635.258 3.438.408 
2 2016 3.931.321 3.740.974 
3 2017 3.896.230 3.719.973 
4 2018 4.060.377 3.888.688 
5 2019 4.077.930 3.906.475 
Sumber : BPS Provinsi Lampung 2015-2019
12
 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun penduduk 
bekerja mengalami peningkatan. Dari jumlah penduduk usia kerja yang 
masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. 
Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak masuk 
angkatan kerja. Tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan 
pekerjaan, mereka inilah yang disebut pengangguran.  
Berdasarkan data jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah 
penduduk bekerja maka diperoleh jumlah pengangguran di Provinsi 
Lampung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
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Jumlah Pengangguran di Provinsi Lampung 
No Tahun Jumlah Pengagguran (dalam Jiwa) 
1 2015 196.850 
2 2016 190.347 
3 2017 176.257 
4 2018 171.689 
5 2019 171.455 
Sumber : Olah Data BPS Provinsi Lampung 2015-2019 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pegangguran 
di Provinsi Lampung mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 
2019, keadaan seperti ini diasumsikan dapat mempengaruhi perekonomian 
di Provinsi Lampung tahun 2015-2019. Data tersebut menunjukkan bahwa 
provinsi lampung menduduki peringkat ke lima selama tiga tahun berturut-
turut pada tahun 2015-2019 dari sepuluh provinsi di sumatera dan pada 
tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka provinsi lampung merupakan 
TPT terendah keempat dengan tingkat pengangguran sebesar 4.03%.
13
 
Masalah pengangguran merupakan masalah yang berkaitan dalam 
bidang ekonomi. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah 
angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah 
lapangan kerja yang ada.
14
 Masalah pengangguran merupakan masalah 
yang berkaitan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, masalah 
pengangguran juga berhubungan dengan bidang sosial dan pendidikan.  
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pun menyatakan bahwa 
pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka 
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pengangguran. Nurul Huda menyatakan bahwa saat ini ada kecenderungan 
bahwa sarjana lulusan perguruan tinggi lebih banyak yang menganggur 
daripada bekerja.15 Seperti halnya yang terjadi di provinsi Lampung, 
tingkat pengangguran terbuka tertinggi disandang oleh lulusan pendidikan 
tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi 
sebesar 8,15% pada jenjang pendidikan perguruan tinggi, sementara TPT 
terendah sebesar 1,18% terdapat pada penduduk berpendidikan SD 
kebawah.
16
 Pendidikan seseorang meningkatkan produktivitas seseorang 
sehingga meningkatkan output, ketika peningkatan output maka akan 
memberikan efek pada peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga 
dapat mengurangi jumlah pengangguran.
17
 
Menurut Mankiw bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi 
jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak 
terdidik) yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan 
pengangguran.18 Upah merupakan salah satu faktor yang jika dilihat dari 
sisi penawaran ketenaga kerjaan mempengaruhi terhadap penyerapan 
tenaga kerja. Besarnya upah yang di tawarkan suatu perusahaan biasanya 
di tentukan oleh tingkat produktivitas, kualitas dan waktu kerja para tenaga 
kerja itu sendiri.  
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Berdasarkan daftar UMR se sumatera diperoleh data bahwa UMR 
tertinggi pada tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 
Rp 2.976.705 sedangkan terendah di Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 
2.040.000 dan untuk provinsi Lampung sebesar 2.241.269 dengan 
menduduki peringkat 9. Berdasarkan data BPS provinsi Lampung 
perkembangan tingkat upah di Provinsi Lampung terlihat mengalami 
kenaikan setiap tahunnya, dengan kenaikan upah setiap tahunnya maka 
kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan imbang dengan taraf hidup 
masyarakat disuatu wilayah meningkat. Upah di Provinsi Lampung tahun 
2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 1.5 
UMR di Provinsi Lampung 
 
No Tahun UMP (Perbulan) Kenaikan 
1 2015 1.581.000 182.000 dari tahun 2014 
2 2016 1.763.000 182.000 dari tahun 2015 
3 2017 1.908.447 145.477 dari tahun 2016 
4 2018 2.074.673 166.226 dari tahun 2017 
5 2019 2.241.269 166.596 dari tahun 2018 
Sumber : BPS Provinsi Lampung 2015-2019 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan upah 
minimum setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2014 upah 
minimum sebesar Rp 1.399.000 dimana tahun 2015 mengalami kenaikan 
sebesar Rp 182.000 dari tahun sebelumnya, tahun 2017 mengalami 
kenaikan sebesr Rp 145.477 dari tahun sebelumnya, tahun 2018 
mengalami kenaikan sebesar Rp 166.226 dari tahun sebelumnya dan tahun 





Sedangkan persentase peningkata upah minimum dari tahun 2015 
sampai 2019 disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 1.6 
Persentase Peningkatan UMR di Provinsi Lampung 
No Tahun Persentase Keniakan UMP (%) 
1 2015 13,01 
2 2016 11,51 
3 2017 8,25 
4 2018 8,71 
5 2019 8,03 
Sumber : Olah Data BPS Provinsi Lampung 2015-2019 
Naik dan turun persentase peningkatan upah minimum dari tahun ke 
tahun mengalami perubahan setiap tahunnya. Tahun 2015 sampai dengan 
2017 mengalami persentase penurunan penambahan upah minimum, tahun 
2018 mengalami peningkatan dan turun kembali di tahun 2019.  
Upah mempengaruhi terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. 
Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka berpengaruh pada 
meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, 
perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka 
gunakan dalam proses produksi dan akan mencari tenaga kerja yang 
terdidik dan lebih berpengalaman.
19
 Selain itu, Temuan empirik baru yang 
dihasilkan SMERU Research Institute dan Direktorat Ketenagakerjaan 
Bappenas bahwa kenaikan upah minimum lebih dinikmati oleh pekerja 
terdidik dibanding pekerja tidak terdidik karena perusahaan cenderung 
melakukan subtitusi antar tenaga kerja dan antar tenaga kerja dengan 
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mesin.20 Sehingga seharusnya kenaikan upah minimum justru akan 
menurunkan pengangguran terdidik, karena standar upah yang tinggi, 
perusahaan lebih memilih seseorang yang terdidik dan memiliki 
pengalaman untuk menjadi bagian dalam perusahaannya yang akan 
sebanding dengan apa yang telah perusahaan bayarkan. 
 Selain faktor upah, faktor pertambahan penduduk dan tingkat  kerja 
mempengaruhi masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja. 
Angkatan kerja yang terus menerus bertambah dapat menimbulkan 
masalah dalam perluasan dasar ekonomi.
21
 Pertumbuhan penduduk yang 
tinggi berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang akan 
berpartisipasi dalam pembangunan atau dapat dikatakan jumlah angkatan 
kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja akan semakin bertambah. 
Bertambahnya angkatan kerja yang tidak diikuti dengan tersedianya 
lapangan dan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran.  
Jumlah tingkat pengangguran serta angkatan kerja menunjukkan 
besarnya jumlah penduduk yang harus diikut sertakan dalam proses 
pembangunan yang berarti bahwa tingkat pengangguran dan angkatan 
kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu menggerakkan roses 
ekonomi. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang besar bisa berarti bahwa 
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input tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja sudah cukup untuk 
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung.
22
  
Adapun jumlah penduduk tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 1.7 
Jumah Penduduk di Provinsi Lampung 
No Tahun Jumlah Penduduk Kenaikan (Jiwa) 
1 2015 8.117.268 91.077 dari tahun 2014 
2 2016 8.205.141 87.873 dari tahun 2015 
3 2017 8.289.577 84.436 dari tahun 2016 
4 2018 8.370.485 80.908 dari tahun 2017 
5 2019 8.447.737 77.252 dari tahun 2018 
Sumber : Olah Data BPS Provinsi Lampung 2015-2019 
Tabel di atas menunjukkan jika provinsi ampung dari tahun ke tahun 
terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk per tahun. Jumlah 
penduduk miskin di Lampung 2019 terbilang tinggi mencapai 12,62%. ini 
menunjukan bahwa pertumbuhan tersebut akan berdampak terhadap 
tingkat pengangguran jika penduduk tidak mempunyai kapasitas tinggi 
untuk menghasilkan dan menyerap produksinya. 
 Menurut David Emile Durkheim bahwa pengangguran dan jumlah 
penduduk memiliki hubungan yang negatif, ketika jumlah penduduk 
meningkat maka akan ada persaingan setiap orang untuk meningkatkan 
pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.
23
 Dampak perkembangan 
jumlah penduduk di kota lampung dapat berpengaruh negatif, apabila 
masyarakat ingin bekerja keras demi mendapatkan pekerjaan atau 
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meningkatkan keterampilan yang dimiliknya. Hal ini dikarenakan 
pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukan tingkat 
kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang 
semakin meningkat diikuti pula dengan jumlah angkatan kerja yang 
meningkat akan meningkatkan jumlah pengangguran apabila tidak 
diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja. 
Perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh dan tidak mudah 
menyerah oleh orang yang menganggur dalam mencari sebuah pekerjaan 
atau dengan memulai suatu usaha yang dapat mengubah keadaan mereka 
menjadi lebih baik. Sesuai Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra’d ayat 11 
mengatakan:  
                             
                               
             
 
Artinya :Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 




Berdasarkan ayat di atas telah disebutkan bahwa Allah tidak akan 
mengubah keadaan seseorang jika orang tersebut tidak berusaha untuk 
memperbaiki dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Islam sangat 
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menentang menjadi seorang pengangguran. Islam mengajarkan umatnya 
untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha karena Allah tidak akan 
pernah merubah nasib seseorang kecuali dirinya sendiri yang berusaha 
untuk merubahnya. Berusaha mencari pekerjaan yang halal, karena dengan 
bekerja akan ada upah atau penghasilan yang akan diperoleh sehingga bisa 
memenuhi kebutuhan keluarganya dan meningkatkan taraf hidupnya. 
Terkait uraian diatas, peneliti bermaksud akan melakukan penelitian 
dengan judul: “Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Jumlah 
Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung  
Dalam Perspektif Islam tahun 2015-2019”. 
 
D. Rumusan Masalah 
      Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah 
Penduduk secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi 
Lampung tahun 2015-2019? 
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Jumlah 
Penduduk secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi 
Lampung tahun 2015-2019? 










E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan 
Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di 
Provinsi Lampung tahun 2015-2019. 
b. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan 
Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran 
di Provinsi Lampung tahun 2015-2019.  
c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran dalam 
perspektif ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan 
manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. 
Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah: 
a. Manfaat Teoritis 
1.) Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah 
wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang analisis 
upah minimum dan populasi penduduk terhadap 
pengangguran. 
2.) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 





islam, dalam rangka analisis upah minimum dan populasi 
penduduk terhadap tingkat pengangguran. 
3.) Bagi peneliti baru, hasil penelitian dapat diakui sebagai bahan 
referensi persputakaan, untuk referensi perbandingan untuk 
kemungkinan peneliti topik-topik yang berkaitan yang bersifat 
melengkapi ataupun lanjutan.  
b. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
kepada pemerintah mengenal betapa pentingnya menjaga stabilitas 
laju upah minimum regional dan populasi penduduk dapat 
















A. Konsep Pengangguran 
1. Pengertian pengangguran 
Menurut Thomas Carlyle pengangguran adalah seseorang yang 
ingin bekerja, dan tidak mampu mendapatkan pekerjaan, barangkali 
merupakan sisi paling suram bahwa ketidaksamaan keberuntungan 
muncul dibawah sinar matahari. Pengangguran adalah masalah 
ekonomi yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan 
paling berat. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan berarti 
menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis.
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Menurut BPS bahwa pengangguran merupakan penduduk yang 
tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang 
mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari 
pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. 
Pengangguran merupakan kenyataan yang dihadapi oleh Negara 
sedang berkembang, akan tetapi juga oleh Negara yang sudah maju. 
Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan 
dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak 
memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.
26
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Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang 
mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling 
berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan 
standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan 
jika pengangguran menjadi topic yang sering dibicarakan dalam 
perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan 
yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.
27
 
Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan 
tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran. Selain itu 
pengangguran diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang 
tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan tetapi belum 
dapat memperolehnya.
28
 Teori keynes disebutkan bahwa pasar tenaga 
kerja jauh dari kata seimbang, karena upah tidak pernah fleksibel, 
sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang 
sehingga pengangguran sering terjadi. Menurut keynes pengangguran 
bisa terjadi secara terus menerus. 
Pengangguran juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana 
seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan 
pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Tidak mengejutkan bahwa 
pengangguran adalah topik perdebatan politik yang sering dibicarakan 
dan para politik sering mengklaim kebijakan yang mereka tawarkan 
akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.  
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2. Tingkat pengangguran 
Jumlah penduduk dalam satu negara dapat dibedakan menjadi 
penduduk usia kerja (15-64 tahun), dan bukan usia kerja, yang 
termasuk kedalam kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) 
yaitu usia 0-14 tahun dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia 
lebih dari 65 tahun. Berdasarkan jumlah penduduk usia kerja yang 
masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. 
Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak masuk 
angkatan kerja. Tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan 
pekerjaan, mereka inilah yang disebut pengangguran.
29
 
Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak 
atau belum mendapatkan pekerjaan.
30
 Berbicarakan mengenai 
pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah 
pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan 
sebagai persentase dari angkatan kerja. Membandingkan jumlah 
pengangguran diantara berbagai negara tidak ada manfaatnya karna ia 
tidak akan memberikan gambaran yang tepat tentang perbandingan 
masalah yang berlaku.  
Dari data-data ketenagakerjaan dapat diketahui dan dihitung 
berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pekerjaa dan tingkat 
pengangguran. Konsep-konsep yang dimaksud adalah tingkat 
partisipan angkatan kerja (TPAK): tingkat pengangguran (employment 
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rate) dan tingkat pengangguran (unemployment rate). Angka-angka 
semacem ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung 
dipasar tenaga kerja. Pemahaman tentang situasi pasar kerja berguna 




3. Jenis-jenis pengangguran  
Menurut Case and Fair pengangguran dapat dibedakan ke dalam 
beberapa 3 jenis yaitu: 
a. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) 
Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul 
tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang 
karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara 
maksimal dan ada juga yang karena malas bekerja. 
b. Pengangguran Terselubung 
Pengangguran terselubung adalah adalah pengangguran yang 
terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan 
padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah 
tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini 
juga bisa terjadi karena seorang yang bekerja tidak sesuai dengan 
bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal. 
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c. Setengah Menganggur 
Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja 
secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. 
Pendapat lain yang mengatakan bahwa setengah menganggur 
adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam 




Menurut Iskandar Putong pengangguran terdiri atas jenis yaitu: 
a. Pengangguran Siklis 
Pengangguran siklis yaitu pengangguran yang terjadi apabila 
permintaan terlalu rendah dari output potensial perekonomian. 
b. Pengangguraan Friksional 
Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi 
karena adanya perputaran dalam lingkup pekerjaan dan 
ketenagakerjaan. 
c. Pengangguran Struktural 
Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang 
disebabkan oleh ketidak sesuaian antara struktur angkatan kerja, 
berdasarkan pendidikan dan keterampilan. Jenis kelamin, 
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4. Dampak pengangguran  




a. Ditinjau dari segi ekonomi pengangguran akan meningkatkan 
jumlah kemiskinan, karena banyaknya yang menganggur 
berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka sementara 
biaya hidup terus berjalan. 
b. Ditinjau dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang 
terjadi maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan 
banyaknya pengemis serta pengamen yang dapat mempengaruhi 
terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka 
banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan. 
c. Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran maka 
rendahnya kepercayaan diri, keputusan dan akan menimbulkan 
depresi. 
d. Ditinjau dari segi politik, akan banyaknya demonstrasi yang terjadi 
yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya 
demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran 
yang terjadi. 
5. Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Selama ini orang beranggapan bahwa mengatasi masalah 
pengangguran adalah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi 
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sebenarnya masalah tersebut bukanlah semata tugas dan tanggung 
jawab pemerintah saja melainkan tugas dan tanggung jawab semua 
pihak, termasuk tanggung jawab umat islam. Umat islam adalah umat 
yang baik dalam bekerja, karena diyakini kerja membangun diri 
pribadi, masyarakat, bangsa dan negara adalah pemerintah agama. 
Menurut Qardawi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:  
a. Pengangguran Jabariah 
Pengangguran dimana seorang tidak mempunyai hak sedikitpun 
memilih status ini dan terpaksa menerimanya, pengangguran 
seperti ini umumnya terjadi karena seorang tidak mempunyai 
kertampilan, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai 
modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai 
keterampilan tetapi tidak digunakan karena adanya perubahan 
lingkungan dan perekembangan zaman. 
b. Pengangguran Khirariyah 
Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada 
dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada 
kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan 
bermalasmalasan hingga menjadi beban orang tua. Dia tidak 
pernah mengusahakan suatu pekerjaan dan mempunyai pribadi 
yang lemah hingga menjadi sampah masyarakat.
35
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Berdasarkan penjelasan diatas dalam Al-Qur’an dijelaskan 
dalam surat At-taubah: 10 
                      
Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalahkamu, Maka Allah dan 
rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yan g mengetahui 
akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 
kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
Ayat ini memerintahkan untuk bekerja secara umum, yaitu 
kerja untuk kehiduapan di dunia maupun di akhirat kelak. Setiap 
melakukan pekerjaan selalu didasarkan pada niat, keikhlasan dan 
keyakinan sehingga akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa 
yang kita lakukan. 
Pengangguran dikaitkan dengan kerja jelas bahwa berbagai 
ayat Al Qur’an dan Perkataan Nabi SAW. Allah SWT telah 
menciptakan siang dan malam hari saling bergantian sehingga 
manusia dapat mencari penghidupan di siang hari dan beristirahat 
dimalam hari. Manusia diberikan kesempatan yang banyak 
sebagaimana yang dikatakan dalam Qs. Al-Mulk : 15 sebagai 
berikut:  
                   





Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, 
Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 




Mencari nafkah merupakan jalan utama untuk mengatasi 
kemiskinan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan 
serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan dunia. 
Dalam Islam, seorang buruh tidak boleh dihalang-halangi untuk 
menerima upah kerjanya. Bahkan ia harus menerima upah sebelum 
keringatnya kering. Islam memberikan motivasi yang mendorong 
gairah kerja dan berusaha, serta menggugah kesadaran untuk 
bepergian di atas permukaan bumi ini.  
Sebagaimana tertera dalam firman Allah Qs. Al-Jumuah : 10  
sebagai berikut :  
                       
                
Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung.
37
  
Berdasarkan ayat diatas, terlihat bahwa Allah menghendaki 
umat Islam untuk bekerja keras dalam mencari karunia atau rezeki 
dari Allah tidak menjadi pengangguran. Islam memandang bahwa 
bekerja adalah bagian dari kewajiban dalam kehidupan. Dengan 
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bekerja manusia dapat mengambil manfaat dari kehidupan dan 
manfaat dari masyarakatmenanam padi, rumah harus dibuat dari 
bata, pasir, semen, kayu dan lain-lain. Serta memerlukan keahlian, 
ilmu diperoleh harus dengan belajar. Nabi SAW juga mendorong 
semua orang yang bertubuh sehat dan tidak cacat untuk mencari 
penghasilan hidup dan berhenti meminta bantuan orang-orang lain 
kecuali bila ada keadaan putus asa. Agama dengan tegas tidak 
menerima secara baik terhadap perilaku orang-orang yang 
cenderung bergantung pada derma orang lain padahal mereka itu 
mampu untuk mencari nafkah hidup untuk memenuhi kebutuhan 
dasar mereka dengan usaha mereka sendiri. 
B. Konsep Upah Minimum 
1. Dasar Hukum Upah Minimum 
Berdasarkan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang No.78 Tahun 2015, Upah hak pekerja/buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
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Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam pasal 41-50 
Undang-undang no. 78 Tahun 2015. Upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas:
39
 
a. Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman . 
b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
upah bulanan terendah yang terdiri atas: (1) Upah tanpa tunjangan 
dan (2) Upah pokok termasuk tunjangan tetap. 
Upah minimum yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setiap 
tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak 
sebagaimana dimseorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak 
secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Komponen dan 
pelaksanaan tahap pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana 
dimaksud ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 41.
40
 
Pemerintah menetapkan upah minimum yang diatur pemerintah 
yang ide awalnya merupakan jarring pengaman agar perusahaan 
minimal membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi 
kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. Namun kenyataannya 
upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja sehingga 
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belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang 
diharapkan. 
2. Penetapan Upah Minimum 
Penetapan upah minimum di IndonesiaPenetapan upah minimum di 
Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan 
hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 
ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang 
untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. 
Penetapan upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh 
Gubernur. Penetapan upah minimum dihitungdenganmenggunakan 
formula sebagaiberikut:  
Umn = UMt + {UMt x(Inflasi + % ΔPDBt)} 
Keterangan: 
Umn = Upah minimum yang akan ditetapkan 
Umt = Upah minimum tahun berjalan 
Inflasi = Inflasi yang dihitung dari september tahun yang lalu   
sampai dengan periode september tahun berjalan 
ΔPDBt = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari 
pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal 
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3. Teori Upah 
a. Teori Malthus42 
Salah seorang tokoh mazhab klasik ini meninjau upah dalam 
kaitannya dengan perubahan penduduk. Jumlah penduduk 
merupakan faktor strategis yang di pakai untuk menjelaska 
nberbagai hal. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi adalah 
karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran.Sudut pandang 
kaum klasik bertitik tolak dari sisi penwaran(supply side 
economies) yang akhir-akhir ini menjadi popular lagi.Tingkat upah 
sebagai harga penggunaan tenaga kerja, juga banyak ditentukan 
oleh penawaran tenaga kerja, seperti diutarakan di muka bahwa 
sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk usia kerja 
yang sudah barang tentu bersumber dari penduduk.  
Bila penduduk bertambah, penwaran tenaga kerja juga 
bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah. Sebaliknya pun 
secara simetris tingkat upah akan menaik bila penduduk berkurang 
sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Oleh karena itu, 
dilihat dari sisi lain usaha menaikkan tingkat upah tidak akan ada 
faedahnya dalam jangka panjang sebab bila upah lebih tinggi dari 
semula, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada 
kecendrungan untuk tidak ragu-ragu untuk mempunyai keluarga 
besar.  
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Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, 
maka kemakmuran akan berkurang. Penurunan kemampuan 
ekonomis ini akan mendorong orang untuk berhemat. Orang tidak 
mampu mempunyai keluarga besar dan memilih sedikit jumlah 
anak, berkurangnya jumlah penduduk akan mengangkat tingkat 
upah ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka panjang 
tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah 
penduduk dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula. 
b. Teori Jhon Stuart Mills43 
Mills adalah seorang tokoh mazhab klasik yang 
pendapatannya dapat menyimpulkan bahwa tingkat upah juga tidak 
akan beranjak dari tingkat semula, namun dengan alasan yang 
berbeda.Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana upah (wage 
funds) untuk pembayaran upah. Dunia usaha menyediakan sebagian 
daridananya yang diperuntukkan bagi pembayaran upah. Pada saat 
investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah 
tertentu.Jadi tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi 
tersebut.Dari dua tokoh klasik ini dapat disimpulkan ada kesan 
pesimisme bahwa tingkat upah hanya akan berkisar pada tingkat 
yang rendah. 
Seberapa tingkat yang rendah tersebut, yaitu tingkat yang 
dapat mempertahankan kehidupan. Mempertahankan mempunyai 







implikasi mengacu pada apa yang ada atau yang lalu. Bila yanglalu 
rendah, maka yang akan datang rendah. Masa dimana pendapatan 
ini berkembang secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya 
revolusi industri yang menyerap tenaga kerja secara missal dengan 
upah rendah. Disamping karena rendahnya keterampilan mereka, 
hal ini juga karena sikap kurang begitu menghargainya pemimpin 
usaha terhadap peranan tenaga kerja. 
c. Teori kelompok Neoklasik44 
Masih termasuk klasik karena sependapat dengan mereka 
tentang pentingnya kebebasan berusaha. Pembaruan yang diajukan 
antara lain terletak pada perubahan dalam sikap yang meninggalkan 
pesimisme. Inti usulan yang diajukan adalah bahwa tingkat upah 
dapat saja tinggal asal sesuai dengan produk marginalnya. Memang 
menurut mazhab ini tingkat upah cenderung untuk sama dengan 
nilai pasar dari produk marginal.  
Mazhab ini memberi kemungkinan bahwa tenaga kerja pada 
tingkat mikro tidak homogen. Karena tingkat upah juga tidak sama 
untuk semua tenaga kerja. Setiap tingkat kualitas tenaga kerja 
terdapat satu tingkat produk marginal dan satu tingkat upah. 
Kualitas tenaga kerja merupakan dasar bagi pencapaian 
produktifitas. Kualitas ini tergantung atas modal insani yang 
disikan kedalam diri tenaga kerja. Makin banyak modal yang 
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masuk, makin tinggi kualitasnya, modal yang dimaksud terdiri atas 
pendidikan latihan, pengalaman kerja dan kesehatan mereka. Jalan 
pikiran mazhab neoklasik ini masih mendominasi jalan pikiran 
sekarang. Modifikasi sana-sini sudah barang tentu ada, namun pada 
prinsipnya menggunakan prinsip dasar ini. 
4. Upah Minimum dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Berdasarkan pandangan umat islam upah adalah hak dari orang 
yang telah bekerja dan kewajiban orang yang memperkerjakan untuk 
membayarnya. Dalam Islam upah disebut juga dengan ujrah yang 
dihasilkan dari akad Ijarah. Menurut ulama‟ Hanafiyah Ijarah adalah 
transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang 
dibolehkan. Jadi upah (ujrah) adalah bentuk kompensasi atas jasa 
yangtelah diberikan oleh tenaga kerja. Dalam al-Quran upah 
didefinisikan secara menyeluruh dalam sebuah ayat: 
                     
                       
Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 




Ayat diatas menjelaskan bahwa Ayat di atas menjelaskan bahwa 
menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu upah dunia 
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dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat tersebut diatas mendefinisikan 
upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam 
bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di 
akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah 
adil dan layak, sedangkan imbalan pahala di akhirat merupakan imbalan 
yang lebih baik yang diterimaolehseorangmuslimdariTuhan-nya.
46
 
Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang telah ada, upah atau gaji 
ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang. Dengan 
demikian upah tidak bergantung pada faktor penawaran dan permintaan 
tenaga kerja seperti yang ada pada sistem ekonomi modern.  
Teori afzarul rahman, bahwa sebuah negara sebagai wakil Allah di 
muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap 
anggota masyarakatnya. Tugas utamanya adalah memperhatikan agar 
setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk 
mempertahankan sesuatu tingkat kehidupan yang wajar dan tidak akan 
pernah membolehkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat 
minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. 
Rasulullah SAW senantiasa menasehati para sahabat beliau agar 
memberlakukan pelayan-pelayan mereka dengan baik dan memberi 
mereka upah yang cukup dan layak.  
 
 
                                                             
46
 Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”. Jurnal 





C. Konsep Jumlah Penduduk 
1. Pengertian Jumlah Penduduk 
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah 
geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan 
ataumereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan 
untuk menetap. Sedangkan menurut Said (2001), yang dimaksud 
dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu 
wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses 
demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.  
Simon dalam Todaro (2000) mengemukakan bahwa penduduk 
merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu 
wilayah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada 
dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik 
bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Pada 
umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang 
sangat tinggi dan besar jumlahnya. Dan masalah jumlah penduduk 
menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat 
manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan 
terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai 
penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai 
pemacu pembangunan.  
Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa ada tujuh 





pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, 
pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, 
serta migrasi internasional, distribusi pendapatan, biasanya dapat 




2. Dampak Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk dalam konteks pembangunan mempengaruhi 
belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah 
dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan atau sebagai 
pemacu pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai penghambat 
pembangun.
48
 Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses 
keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang 
dapat menambah dan mengurangu jumlah penduduk.
49
 
Permasalahan yang sering terjadi dalam pertumbuhan penduuduk 
adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan 
berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi.
50
 
Dengan keadaan yang demikian di mungkinkan pertumbuhan 
penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu 
wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan 
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efektif. Jumlah pendudukyang terlalu banyak atau kepadatan penduduk 
yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi 
di negara berkembang. 
Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan 
modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk 
menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun output meningkat 
sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, 
peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu 
banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan 
perekonomian. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena 
populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang 
menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa 
yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan 
ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang 
akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan 
menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah 
dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan 
merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan 
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun. Selanjutnya 
dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan.  
Simon juga mencatat bahwa, pertumbuhan penduduk juga 





akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barangbarang 
konsumsi dan selanjutnya akan mendorong “ekonomic ofscale”dalam 
berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi.
51
 Pemerintah 
Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk 
melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban 
kepada publik. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah 
untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, 
sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada 
pemerintahan tersebut. Hal inidikarenakan setiap pemerintah daerah 
memiliki ukuran yang berbeda.
52
 
3. Menentukan Laju Pertumbuhan Penduduk 
Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk 
di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah 
memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa mendatang. Laju 
pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju 
pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya. Rumus laju 
pertumbuhan penduduk geometrik adalah sebagai berikut:
53
 
Pt = Po (1 + r ) t 
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Pt = jumlah penduduk pada tahun t 
Po = jumlah penduduk pada tahun dasar 
t = jangka waktu 
r = laju pertumbuhan penduduk 
4. Jumlah Penduduk dalam Persektif Ekonomi Islam 
Pandangan islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk 
memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang keturunan yang 
kuantitasnya (jumlah) banyak. Kendati dalam satu riwayat, nabi 
mengatakan bahwa ia bangga dengan umat yang banyak 
(anamukasirun bikum al-anbiya). namun hadis ini tetap harus dibaca 
dalam konteks kualitas. Jumlah yang banyak tidak berkontribusi pada 
pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera. Berdasarkan 
firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9: 
                    
             
 
Artinya :Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab 
itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 




Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia 
yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan 
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kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa 
kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu 
berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan 
bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi 
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan 
perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam 
gangguan dan bahaya yang menghadangnya.  
Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan seseorang harus 
melakukan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bagi 
dirinya dankeluarganya.
55
 Al-Qur’an telah menyinggung indikator 
kesejahteraan dalam surat Al-Quraisy ayat 3-4: 
                       
     
 
Artinya: 3.Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik 
rumah Ini (Ka'bah). 4.Yang Telah memberi makanan kepada mereka 
untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 
ketakutan.(Q.S. Al-Quraisy : 3-4)
56 
 
D. Hubungan Upah Minimum, Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat 
Pengangguran  
 
1. Hubungan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran 
 
Upah memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap tingkat 
pengangguran. Pengaruh positifnya yaitu dimana kenaikan tingkat upah 
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akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan 
kenaikan harga produk. Kenaikan harga produk tersebut akan 
mendapatkan respon negative dari konsumen sehingga konsumen 
mengurangi pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan produsen 
mengurangi produksi dan akan berpengaruh terhadap pengurangan 
jumlah tenaga kerja pada akhirnya pengangguran akan meningkat. 
Sedangkan pengaruh negative disini yaitu dapat dilihat dari jumlah 
penawaran tenaga kerja, karena kenaikan tingkat upah akan 
menyebabkan penawaran kerja meningkat sehingga tingkat 
pengangguran berkurang.  
Pernyataan ini diperkuat dengan teori Mankiw, dijelaskan bahwa 
upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan 
antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan 
kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan 
permintaan dan penawaran. Efek yang paling terasa dari kebijakan 
penetapan upah minimum adalah tingkat upah yang semakin tinggi 
yang dikarenakan perusahaan harus menaati kebijakan pemerintah 
sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja. Teori 
ini menjelaskan bahwa semakin tinggi upah maka akan mengurangi 
tenaga kerja dan akan meningkatkan tinggat pengangguran dimana 
yang diminta oleh perusahaan karena besarnya biaya yang dikeluarkan 






2.  Hubungan Jumlah Penduduk terhadap tingkat Pengangguran  
Pertumbuhanpendudukadalah perubahan jumlah penduduk disuatu 
wilayah tertentu dan pada waktu tertentu dibandingkan waktu 
sebelumnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk disuatu 
wilayah maka akan semakin banyak masyarakat yang mengaggur atau 
yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta 
tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin 
bertambah tiap tahunnya.
57
 Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi 
disuatu wilayah diindikasiakan akan mempengaruhi ketersediaan lahan 
tempat tinggal, kebutuhan hidup dan melimpahnya tenaga kerja. Jika 
hal ini tidak bisa dikendalikan dengan baik maka akan berdampak 
buruk bagi perekonomian, tingkat pengangguran akan semakin tinggi. 
Pernyataan ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh David 
Ricardo yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin 
besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan, 
jumlah tenaga kerja akan melimpah.
58
 Kelebihan tenaga kerja akan 
mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. 
E. Penelitian Terdahulu 
Ada beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai referensi 
perbandingan dalam penelitian antara lain:  
1. Muhammad Nurcholis.”Analisis pengaruh pertumbuhan 
ekonomi,upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap 
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tingkat pengangguran di Provins Jawa Timur tahun 2008-2014”. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan 




2. Nirmala Mansyur, Daisy Engka, dan Steva Tumangkeng.”Analisis 
upah terhadap pengangguran di kota manado 2003-
2012”.Universitas Ratulangi, Manado. Berdasarkan hasil peneitian 
menunjukan bahwa variabel upah (UMP) memberikan pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Manado. 




3. Julianti Maria Marpaung.”Pengaruh migrasi dan upah minimum 
terhadap tingkt pengangguran di kota pekanbaru tahun 2000-2014”. 
Universitas Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
dengan variabel migrasi masuk memiliki hubungan positif 
terhadaptingkat pengangguran di Kota Pekanbaru artinya jika 
variabel migrasi masuk mengalami peningkatan maka tingkat 
pengangguran di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. 
Sedangkan variabel upah minimum memiliki hubungan negatif 
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terhadap tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru. Artinya jika 
upahminimum mengalami peningkatan maka tingkat pengangguran 
mengalami penurunan. Secara simultan, variabel migrasi masuk 
danupah minimum memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap 
tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru tahun 2000–2014. Secara 
parsial, variabel migrasi masuk memiliki hubungan positif dan tidak 
berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel upah minimum 
memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan.
61
 
Berdasarkan penelitian terdahulu diatas yang membedakan dengan 
penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh upah dan pertumbuhan 
penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung kemudian 
pembahasan tersebut ditinjau dalam perspektif ekonomi islam. 
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: Analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
sederhana untuk melihat secara persial pengaruh 
variabel yaitu upah minimum (X1), jumlah penduduk 
(X2) terhadap variabel dependen yaitu pengangguran 
(Y) dalam perspektif ekonomi islam. 
: Analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda dan uji simultan untuk melihat pengaruh 
variabel yaitu upah minimum (X1), dan jumlah 
penduduk (X2) sekaligus terhadap variabel dependen 




1. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran 
Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 
karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakuakan dan 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar 
suatu persetujuan. Sebuah perekonomian selalu mengalami 
pengangguran dijelaskan oleh teori upah efisiensi (efficiency teages). 
Menurut teori ini, perusahaan beroperasi lebih efisien jika upah berada 
ditingkat ekuilibrium. Akan lebih menguntungkan bagi perusahaan 
untuk mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga 
kerja berlebihan.  
Pengangguran disebabkan oleh upah yang berada diatas tingkat 
yang menyeimbangkan penawaran dengan permintaan. Namun, ada 
satu perbedaan lain. Peraturan upah minimum dan serikat pekerja 
mencegah perusahaan menurunkan upah meskipun penawaran pekerja 
berlebihan. Teori upah efisien menyatakan bahwa dalam banyak kasus, 





juga berkepentingan mempertahankan upah diatas tingkat 
ekuilibriumn.
62
 Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu “Analisis upah 
terhadap pengangguran dikota Manado 2003-2012” hasil pengujian 
menunjukan bahwa dalam variabel upah memberi pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pengangguran di kota Manado. 
Berdasarkan penjelasan teori dan pengaruh upah terhadap tingkat 
pengangguran maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
H0 : Upah Minimum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. 
H1 : Upah Minimum berpengaruh positif signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Lampung. 
2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran 
Pertumbuhanpenduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu 
wilayah tertentu dan pada waktu tertentu dibandingkan waktu 
sebelumnya. Semakin maraknya pertumbuhan penduduk disuatu 
wilayah maka akan semakin banyak masyarakat yang mengaggur atau 
yang tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta 
tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin 
bertambah tiap tahunnya.
63
 Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi 
disuatu wilayah diindikasiakan akan mempengaruhi ketersediaan lahan 
tempat tinggal, kebutuhan hidup dan melimpahnya tenaga kerja. Jika 
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hal ini tidak bisa dikendalikan dengan baik maka akan berdampak 
buruk bagi perekonomian, tingkat pengangguran akan semakin tinggi.  
Pernyataan ini diperkuat denganteori yang dikemukakan oleh 
David Ricardo yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang 
semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan 
menyebabkan, jumlah tenaga kerja akan melimpah.
64
 Kelebihan tenaga 
kerja akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. 
Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu “Pengaruh upah 
danpertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di 
kotaMakasar”hasil pengujian menunjukan bahwa pertumbuhan 
penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
pengangguran dikota Makasar.  
Dari penjelasan teori dan pengaruh pertumbuhan penduduk 
terhadap tingkat pengangguran maka dapat disimpulkan hipotesis dalam 
penelitian ini sebagai berikut:  
H0 : Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. 
H1 : Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Lampung 
3. Pengaruh Upah Minimum Dan Jumlah Penduduk Signifikan 
Terhadap Pengangguran Di Provinsi Lampung.  
 
Dari penjelasan teori dan pengaruh antara Upah Minimum dan 
pertumbuhan penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan maka 
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dapat disimpulkan hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
H0 : Upah Minimum dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh positif 
signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Lampung. 
H1 : Upah Minimum dan Jumlah penduduk berpengaruh positif 
























Al kafaar, Zaky, Abdullah, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Pustaka Setia 
Bandung, 2002. 
 
Anto, Pendi, “Analisis Tingkat Pengangguran Dan Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhinya Dikota Pontianak” pada tahun 2008-2012 (Skripsi 
Program Fakultas Ekonomi 2014). 
 
Basyir, Azhar, Ahmad, Asas-asas Hukum Muamalah (hukum perdana islam) UII 
press, Yogyakarta, 2000. 
 
Case, Kerl E. Dan Ray C. Fair Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro. Edisi Kelima, 
Cetakan Kesatu. (Jakarta: PT. Indeks. 2004) dan peraturan terkait lainnya, 
2011 Edisi kedua, (Penerbit Ghalia Indonesia,2011) 
 
Gregory, Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga,( Jakarta: Salemba 
Empat 2006). 
 
Ismuninggar, Putri, Dewi, Pramita, “Analisis pengaruh inflasi, pdrb, upah, jumlah 
unit usaha, jum lah penduduk terhadap pengangguran di propinsi jawa 
tengah” tahun 1984-2007.(Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2010) 
 
Khakim, Abdul,  Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang Undang 
Nomor 13 Tahun 2003,(Citra Aditya Bakti,Bandung. 
 
Lincolin, Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004) 
 
Nanga, Muana, Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Perdana. 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001) 
 
Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti dan Ni Luh Karmini, Pengaruh Tingkat Inflasi, 
Pertumbuhan Ekomoni dan Upah Minimum Tehadap tingkat Pengangguran 
Terbuka di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas 
Udayaba vol.3 (oktober 2014). 
 
Rusli, Hardijan, Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU No.13/2003 tentang 
ketenagakerjaan. 
 
Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016). 
 






Sukirno, Sadono, Makroekonomi Modern : perkembangan pemikiran dari klasik 
hingga keynesian baru/ oleh Sadono Sukirno( Jakarta : Raja Grafindo 
Persada,2000). 
 
Sukirno, Sadono. Makroekonomi Teori Pengantar. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 
2008). 
 
Sunaryo, Adi, Adiwimarta, Sukesi, Sri dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 
ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 
 
Widjajakusuma, Kabaret Muhammad dan Yusanto, Ismail, Muhammad,  
Menggagas Bisnis islam, gema Insani. Jakarta.2002.  
 
Wijaya, Mirna, Rizki, Radewa,  “Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi 
Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka” (Studi Kasus 
Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012),(Skripsi Program Fakultas Ekonomi 
Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
